BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan-pembahasan di dalam Bab-Bab
sebelumnya, maka sebagai upaya menjawab pertanyaan utama yang berisi;
Apakah pengaturan Pemulangan Sukarela dalam Perpres 125/2016
bertentangan atau tidak dengan hukum pengungsi internasional, khususnya
Prinsip Non-Refoulement? Dalam upaya menjawab pertanyaan utama tersebut,
diperlukan jawaban satu per satu atas beberapa pertanyaan mendasar yang

mendukung untuk menjawab persoalan utama tersebut sebagai kesimpulan.

Kesimpulan ini saya mulai dengan menjawab pertanyaan pertama yang
berisi; Apakah hukum pengungsi internasional yang berisi prinsip-prinsip
hukum umum yang didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku

dan mengikat Indonesia?

Pertanyaan pertama ini dijawab berdasarkan pembahasan dalam Bab Il
(Hukum Pengungsi Internasional dan Hak Asasi Manusia). Jawaban atas
pertanyaan ini beranjak dari pemahaman bahwa di dalam Konvensi Pengungsi
1951 terdapat prinsip-prinsip hukum umum yang keberlakuannya ditegaskan di
dalam berbagai instrumen HAM. Prinsip-prinsip hukum umum tersebut berkaitan
dengan kewajiban negara untuk menjaga keberlakuan prinsip non-refoulement,
pemberian suaka (asylum) bagi mereka yang melarikan diri dari negara asalnya,
dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara (maupun pengungsi) yang terus
berkembang hingga diserap juga oleh beberapa instrumen HAM Internasional,
seperti UDHR (1948), ICCPR (1966) dan ICESCR (1966). Pada intinya, prinsip-
prinsip hukum umum tersebut berkaitan dengan pemberian perlindungan dan
penghormatan hak asasi pada manusia terlepas dari adanya ikatan

kewarganegaraan (nationality).
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Pemahaman di atas selanjutnya dapat kita kaitkan dengan suatu kenyataan
bahwa Pemerintah Indonesia sendiri mengakui dan menghormati keberlakuan
instrumen HAM Internasional tersebut dalam bentuk ratifikasi ke dalam hukum
positif. Perintah untuk dapat melindungi moral manusia secara universal di
Indonesia telah menjadi salah satu ketentuan hukum, terlihat dalam TAP MPR
Nomor XVII/MPR/1998. Ketetapan MPR itu juga merupakan landasan terhadap
pengakuan atas UDHR dalam terbentuknya Undang-Undang 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Begitu pun dengan keberlakuan ICCPR di ranah
hukum positif yang pada intinya ICCPR mengenal bahwa setiap manusia berhak
untuk bebas pergi meninggalkan negara mana pun termasuk negara asalnya dan
dengan keberadaannya dimana pun tetap melekat perlindungan hak asasi manusia
(Pasal 12 ICCPR). Instrumen ICCPR di Indonesia telah diratifikasi ke dalam
Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Sebagai tambahan,
salah satu tonggak dalam rangka pemenuhan hak dasar pengungsi seperti hak
untuk bekerja (Pasal 6 ICESCR), hak pendidikan (Pasal 13 ICESCR), dan hak
mendapat akses kesehatan (Pasal 12 ICESCR) sebagaimana tercantum dalam
Instrumen ICESCR juga telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang 11 Tahun
2005 tentang Pengesahan ICESCR. Sehingga, pada akhirnya, bukan mengenai
keberpihakan terhadap hukum pengungsi internasional (Konvensi Pengungsi 1951
dan Protokol 1967), tetapi yang paling penting adalah mengenai keberadaan dan
pengakuan atas instrumen HAM itu sendiri.

Berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia bukan merupakan negara pihak
pada Konvensi Pengungsi 1951 (dan Protokol 1967) sebagai hukum pengungsi
internasional, maka Indonesia tidak terikat juga dengan konsekuensi (Hak dan
Kewajiban Negara) di dalam hukum pengungsi internasional itu. Namun,
perlakuan Indonesia (yang tercermin dalam Perpres 125/2016) kepada pengungsi
tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bentuk lain (selain hukum
pengungsi internasional), yaitu dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab
Indonesia terhadap penghormatan dan penghargaan atas Hak Asasi Manusia
(HAM) di tataran Internasional yang telah diakui juga keberadaannya oleh

Indonesia.
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Selanjutnya, menjawab pertanyaan kedua yang berisi; Bagaimana

keberlakuan Prinsip Non-Refoulement di Indonesia?

Pertanyaan kedua ini dijawab berdasarkan pembahasan dalam Bab IV
(Prinsip Non-Refoulement dan Pemulangan Pengungsi Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 125 Tahun 2016). Jawaban terhadap pertanyaan ini harus
dikaitkan dengan terlebih dahulu mengetahui esensi atas prinsip non-refoulement.
Secara substansi dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951, prinsip non-
refoulement pada intinya adalah melarang negara-negara (khususnya negara pihak
hukum pengungsi internasional) untuk memulangkan atau mengembalikan
pengungsi ke wilayah di mana hidup dan kebebasan mereka terancam atas alasan
ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dari kelompok sosial atau pendapat
politiknya. Atas dasar itu, hakikatnya sebagai perlakuan negara yang baik
(terlepas dari keikutsertaan dengan hukum pengungsi internasional), kiranya
negara dapat menerapkan prinsip non-refoulement itu sebagai dasar perlindungan
bagi pengungsi yang mana di negara asalnya, hidup mereka sedang dalam kondisi
terancam.

Sehubungan dengan tidak terikatnya Indonesia dengan hukum pengungsi
internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967), yang mana berisikan
prinsip non-refoulement itu sendiri, tetapi di sisi lain, terdapat instrumen HAM
Internasional yang juga mengatur mengenai konsep prinsip non-refoulement yang
telah dimiliki olen hukum pengungsi internasional. Instrumen HAM itu adalah

ICCPR, yang secara khusus dalam Pasal 13'%

mengatur mengenai prinsip non-
refoulement. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya Instrumen ICCPR
merupakan salah satu instrumen HAM Internasional yang juga telah diratifikasi
olen Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan ICCPR. Bahkan, perkembangan prinsip non-refoulement dalam Hak

Asasi Manusia (HAM) Internasional berkembang sebagai suatu bentuk

121 pasal 13 ICCPR berbunyi: An alien lawfully in the territory of a state party to the present
Covenant may be expelled therefrom only in pursuance of a decision reached in accordance
with law and shall, except where compelling reasons of national by, and be represented for the
purpose before, the competent authority or a person or persons especially designated by the
competent authority.
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pemenuhan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (seperti hak untuk
bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan
manusia) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable,
yang senada seperti yang tertuang dalam UUD 1945, Pasal 281.*%* Hal tersebut
sekiranya yang menjadi dasar atas implementasi prinsip non-refoulement dalam
hukum internasional sebagai prinsip yang berstatus jus cogens.

Maka dari itu, menjawab bagaimana keberlakuan prinsip non-refoulement
di Indonesia adalah prinsip non-refoulement tersebut keberlakuannya secara
konseptual telah diakui keberadaannya oleh Indonesia (dalam UU Nomor 12
Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR) dan bahkan secara tersirat telah dianut
dalam UUD 1945 sebagai prinsip yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun, atau dengan kata lain, bersifat non-derogable.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan ketiga yang merupakan pertanyaan
terakhir sebagai pertanyaan yang menjadi dasar dalam upaya menjawab
pertanyaan utama dalam skripsi ini. Pertanyaan ketiga berisi; Apakah dalam
praktiknya, aturan Pemulangan Sukarela dalam Peraturan Presiden 125
Tahun 2016 memiliki potensi untuk melanggar Prinsip Non-Refoulement?

Pertanyaan ketiga ini juga dijawab berdasarkan pembahasan dalam Bab IV
(Prinsip Non-Refoulement dan Pemulangan Pengungsi Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 125 Tahun 2016). Jawaban atas pertanyaan ketiga ini berkaitan
dengan praktik yang terjadi di lapangan dalam implementasi aturan pemulangan
sukarela. Maka, merujuk pada pembahasan dalam Bab IV yang di dalamnya
mencakup realita pengungsi (dari luar negeri karena adanya persecution) yang
berada di Indonesia harus berhadapan dengan kondisi dan situasi yang tidak lebih

baik (dari negara asalnya). Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Indonesia

122 pasal 281 UUD 1945 berbunyi: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) Setiap orang
berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; (3) Identitas
budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban.
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merupakan negara yang tidak bersahabat bagi kedatangan pengungsi dari luar
negeri.

Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam hukum pengungsi
internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967), hal itu berdampak
langsung pada tidak terpenuhinya hak mereka (di bawah Perpres 125/2016) untuk
bekerja dan mendapat pendidikan (bahkan pendidikan dasar). Lalu, banyak dari
pengungsi ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (yang seharusnya Rudenim
menjadi tempat tahanan bagi warga asing yang melanggar UU Imigrasi)
dikarenakan tempat penampungan pengungsi yang jumlahnya minim (banyak juga
Rudenim yang over-capacity karena kehadiran pengungsi). Hingga kebijakan
negara tujuan (yang dekat dengan Indonesia—Australia) untuk mengurangi
penerimaan pengungsi secara signifikan (dengan adanya Offshore Processing),
memberikan kesadaran kepada pengungsi (dari luar negeri) di Indonesia bahwa
harapan untuk dikirimkan ke negara tujuan untuk resettlement process sudah tidak
lagi dimungkinkan.

Solusi jangka panjang yang mereka miliki (dengan keberadaannya di
Indonesia) hanyalah dengan menetap (sebagai tahanan/detensi) atau kembali ke
negara asalnya (melalui aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016).
Bagaimanapun solusi untuk menetap (atau integrasi lokal; reintegration) bukan
merupakan solusi terbaik (karena Perpres 125/2016 tidak mengenal adanya
integrasi lokal dan mereka pun pada dasarnya tidak ingin berada di Indonesia).
Akibatnya, hanyalah aturan pemulangan sukarela (dalam Perpres 125/2016) yang
tersisa sebagai solusi jangka panjang bagi mereka. Pemulangan sukarela (Pasal 38
Perpres 125/2016) memberikan pemahaman bahwa pemerintah dapat
memulangkan pengungsi ke negara asalnya dengan didasarkan pada kesukarelaan
pengungsi. Sejak keberlakuan Perpres 125/2016 hingga tahun 2019, berdasarkan
praktiknya, telah terdapat 1 orang pengungsi (asal Afghanistan)'?® dan 1 keluarga

12 Nashih Nashrullah, Pengungsi Afghanistan di Pekanbaru Akhirnya Pulang Kampung,
Republika, 19 Februari 2019,
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/20/pn6kx7320-pengungsi-
afghanistan-di-pekanbaru-akhirnya-pulang-kampung, diakses pada 7 Juli 2019, pukul 21.34.
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pengungsi (4 orang anggota keluarga asal lran)**

yang dipulangkan
menggunakan aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016.

Kembalinya pengungsi ke negara asal (melalui aturan pemulangan
sukarela) itulah yang disebut oleh migration scholars sebagai soft-deportation.
Bahkan, lebih jauh mereka mengatakan, apabila dalam praktiknya pemulangan
sukarela itu dilakukan, praktik tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran
terhadap prinsip non-refoulement. Lantas, berdasarkan pendapat migration
scholars mengenai soft-deportation tersebut memberikan kita jawaban atas
pertanyaan ketiga, bahwa benar di dalam praktiknya aturan pemulangan sukarela
dalam Perpres 125/2016 berpotensi besar terhadap pelanggaran prinsip non-

refoulement.

Dengan terjawabnya seluruh pertanyaan-pertanyaan pendukung di atas
(berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan) memberikan modal bagi penulis
untuk dapat menjawab persoalan utama di dalam skripsi ini. Dalam menjawab
pertanyaan utama dalam skripsi ini, penulis memiliki keharusan sebagai
akademisi di bidang hukum untuk dapat menjawab persoalan utama ini dilihat
dari berbagai sudut pandang yang ada. Nantinya, dari berbagai sudut pandang itu,
penulis akan memposisikan diri pada jawaban yang diyakini oleh penulis.
Pertanyaan utama dalam skripsi ini berisi; Apakah pengaturan Pemulangan
Sukarela dalam Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 bertentangan atau tidak
dengan hukum pengungsi internasional, khususnya Prinsip Non-
Refoulement? Respon terhadap pertanyaan utama di atas memiliki 3 sudut

pandang yang berbeda satu sama lain, yaitu, Ya, Tidak, dan Netral.

Untuk jawaban berdasarkan sudut pandang yang menunjukan dukungan
terhadap adanya pertentangan antara aturan Pemulangan Sukarela yang dimiliki
Perpres 125/2016 dengan hukum pengungsi internasional, khususnya prinsip non-
refoulement, didasarkan pada bahwasanya, hukum pengungsi internasional

(Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967) memiliki berbagai prinsip yang

124 Anggoro, Sekeluarga pengungsi Iran pulang dengan sukarela dari Indonesia, Antaranews, 15
April 2019, https://www.antaranews.com/berita/831506/sekeluarga-pengungsi-iran-pulang-
dengan-sukarela-dari-indonesia, diakses pada 7 Juli 2019, pukul 21.55.
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dibangun atas dasar Hak Asasi Manusia, seperti halnya prinsip non-refoulement.
Atas dasar HAM itulah, prinsip non-refoulement berkembang menjadi suatu
prinsip yang bersifat jus cogens yang merupakan norma tertinggi dalam hierarki
hukum internasional, hingga prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum
pengungsi internasional juga digunakan sebagai dasar perlindungan kemanusiaan
oleh berbagai instrumen HAM yang ada, seperti UDHR, ICCPR dan ICESCR.
Bahkan, praktik baik (good practice) yang dilakukan oleh negara-negara
internasional menimbulkan perkembangan bagi prinsip non-refoulement sebagai
hukum kebiasaan internasional. Maka, kewajiban untuk mengakui keberadaan
prinsip non-refoulement tersebut (sekalipun bukan negara pihak Konvensi
Pengungsi 1951 dan Protokol 1967) tetap berlaku dan mengikat Indonesia
(sebagai negara yang juga mengakui keberadaan instrumen HAM Internasional
yang mendukung keberadaan prinsip non-refoulement).

Pengungsi pada dasarnya adalah korban pertama dari munculnya konflik
kemanusiaan di negara asalnya (yang tidak mereka harapkan), otomatis
keberadaan mereka di negara lain (sebagai suatu langkah untuk bertahan hidup)
harus mendapatkan perlindungan (terutama hak asasinya) dari negara-negara
internasional lain (termasuk negara tuan rumah). Lantas, prinsip yang melarang
negara untuk mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke wilayah di mana
hidup dan kebebasan mereka akan terancam (prinsip non-refoulement) dapat kita
kaitkan dengan pengaturan dan implementasi aturan pemulangan sukarela dalam
Perpres 125/2016 yang pada realitanya memiliki kesamaan yang cukup mirip
dengan pemulangan paksa (deportasi). Maka, atas dasar Hak Asasi Manusia
Internasional yang telah dibangun dan disepakati bersama oleh masyarakat
internasional (dan juga diakui keberadaannya oleh Indonesia) dapat disimpulkan
aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 ini telah melanggar prinsip

non-refoulement.

Selanjutnya, jawaban berdasarkan sudut pandang yang menunjukan sikap
penolakan terhadap adanya pertentangan antara aturan Pemulangan Sukarela
dalam Perpres 125/2016 dengan hukum pengungsi internasional, khususnya

prinsip non-refoulement, didasarkan pada alasan ketidakikutsertaan Indonesia

65



dalam hukum pengungsi internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol
1967). Sehingga, sikap Indonesia dalam Perpres 125/2016 mengenai hak-hak
pengungsi (dalam hukum pengungsi internasional) adalah tidak memiliki
kewajiban terkait pemenuhan hak-hak pengungsi (khususnya prinsip non-
refoulement) tersebut. Ditambah lagi, dengan kenyataan bahwa pengungsi yang
pada hakikatnya tidak ingin berada di wilayah Indonesia (karena bukan negara
pihak hukum pengungsi internasional) dan keinginan untuk kembali ke negara
asal, datang dari keinginan mereka sendiri.

Berangkat dari hal tersebut, memberikan pemahaman terkait jawaban
terhadap pertanyaan utama, bahwa aturan pemulangan sukarela (dalam Perpres
125/2016) sama sekali tidak melanggar hukum pengungsi internasional,

khususnya prinsip non-refoulement.

Jawaban terakhir adalah jawaban yang didasarkan pada sudut pandang
Netral, yang argumentasinya memposisikan berada di tengah-tengah di antara
sudut pandang yang setuju dengan yang menolak adanya pertentangan. Jawaban
netral ini juga merupakan jawaban yang diyakini oleh penulis sebagai jawaban
yang realistis terhadap pertanyaan utama dalam skripsi ini. Jawaban yang
berdasarkan sudut pandang netral tersebut alasannya bahwa aturan pemulangan
sukarela dalam Perpres 125/2016 harus dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, dilihat
melalui kaca mata Hak Asasi Manusia (baik HAM Internasional atau HAM di
Indonesia), implementasi aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016
jelas melanggar keberlakuan prinsip non-refoulement dalam hukum pengungsi
internasional, karena pengungsi seolah-olah didesak (dengan berbagai kondisi:
tidak menentunya proses resettlement, tidak mendapatkan sejumlah hak dasar,
hingga kapasitas dan kualitas di tempat penampungan (khususnya Rudenim) yang
minim) untuk memilih kembali ke negara asalnya. Namun di sisi yang lain,
praktik aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 tidak melanggar
aturan dalam hukum pengungsi internasional apapun, khususnya prinsip non-
refoulement, karena Indonesia bukan merupakan pihak atas hukum pengungsi
internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967) dan Indonesia tidak

memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak atas pengungsi (luar negeri). Justru
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yang sebaiknya lebih bertanggung jawab adalah negara asal dan/atau negara pihak
atas hukum pengungsi internasional itu. Sehingga, praktik pemulangan sukarela
dalam Perpres 125/2016 dapat dikatakan belum tentu (atau tidak) melanggar
prinsip non-refoulement dalam hukum pengungsi internasional.

Jawaban netral di atas sebenarnya menunjukan bagaimana posisi dilematis
yang dialami oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Penerimaan pengungsi yang
bukan tanggung jawab Pemerintah Indonesia (karena Indonesia bukan negara
pihak atas hukum pengungsi internasional) berhadapan dengan kebijakan negara
tujuan yang gencar mengurangi penerimaan pengungsi, khususnya dari Indonesia.
Hal demikian yang memaksa Pemerintah Indonesia untuk dapat menangani
persoalan pengungsi yang muncul (dalam bentuk Perpres 125/2016) yang mana
persoalan pengungsi tersebut sebenarnya memberikan tanggung jawab yang lebih
besar kepada negara asal pengungsi dan negara pihak dari hukum pengungsi
internasional.

Polemik pengungsi (dari luar negeri) di tataran domestik tercipta semata-
mata karena problematika-problematika yang terjadi dalam hukum internasional,
khususnya dalam penegakkan aturan internasional itu sendiri oleh pihak-pihak
yang terkait (baik negara asal dan/atau negara pihak dalam hukum pengungsi
internasional). Hal tersebutlah yang semestinya digarisbawahi dan tidak semata-
mata menunjuk Indonesia (dalam bentuk praktik aturan pemulangan sukarela pada
Perpres 125/2016) sebagai satu-satunya penyebab terhadap pelanggaran atas
perlindungan pengungsi (karena adanya persecution) di dalam hukum
internasional, khususnya dengan keterkaitan instrumen HAM di dalamnya. Tetapi,
berdasarkan situasi demikian, tidak juga membenarkan mengenai praktik terhadap
aturan pemulangan sukarela yang dimiliki Perpres 125/2016 yang seringkali
masih mengabaikan ketentuan HAM yang berlaku (baik di tataran internasional
maupun nasional).

Di samping itu semua, yang paling penting pada akhirnya adalah
bagaimana peran masing-masing negara (khususnya negara pihak hukum
pengungsi internasional dan negara asal), termasuk Indonesia untuk sama-sama

dapat menempatkan esensi kemanusiaan sebagai prioritas di dalam ketentuan
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apapun. Sehingga, untuk masa yang akan datang, alasan-alasan utama atas
terjadinya hukum pengungsi internasional nantinya akan cepat terselesaikan dan

tidak terulangi kembali (atau setidaknya dapat mengurangi).
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